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KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
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TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN NGANJUK

Menimbang

Mengingat

PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan
Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Satuan
Pendidikan Negeri dan Swasta Kabupaten Nganjuk Pada Bank
Jatim Cabang Nganjuk Tahun Anggaran 2025;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-
Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan
pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DAN
SWASTA KABUPATEN NGANJUK PADA BANK JATIM CABANG
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.



KESATU : Menetapkan Rekening Dana Bantuan Operasional Satuan
Pendidikan Negeri dan Swasta Kabupaten Nganjuk Pada Bank
Jatim Cabang Nganjuk Tahun Anggaran 2025 dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [, Lampiran II, Lampiran
Il dan Lampiran IV Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rekening Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri
dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus
memuat data informasi paling sedikit terdiri:

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);

nama Satuan Pendidikan;

nama Bank;

nama cabang Bank;

nama rekening Satuan Pendidikan;

nomor rekening Satuan Pendidikan;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

alamat Satuan Pendidikan;

nama Provinsi;

nama Kabupaten/Kota; dan

Kode Pos.
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KETIGA : Keputusan Bupati ini digunakan sebagai dasar Pengelolaan
Rekening Satuan Pendidikan dalam Penyaluran Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI NGANJUK,
sestai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

MARHAEN DJUMADI

¥
SUTRISNO, S.}A., M.Si.
Pembina Tingkat I
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